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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan 

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di desa Suka Makmur 

Kecamatan Gunung Sahilan kabupatrn Kampar berdasarkan peraturan Menteri 

dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui 

Gerakan pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teori Kebijakan Menurut George C Edward dan Sharkansky (2008) 

yang menyebutkan Kebijakan Publik adalah bahwa apa yang dikatakan dilakukan 

atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dimana akan dilihat bagaimana 

pelaksanaan 10 program PKK yang dijelaskan pada Pasal 5 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013, dan apa yang menjadi penghambat 

pelaksanaan program PKK di desa Suka Makmur. Dalam penelitian penulis 

menggunakan tipe penelitian survey deskriptif yaitu menggambarkan pada 

sebenarnya tentang apa yang terjadi pada saat penelitian dengan cara 

mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh 

perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi kemudian dapat diambil suatu 

kesimpulan dan Penelitian ini menggunakan metode penggabungan kuantitatif dan 

kualitatif. Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

diambil kesimpulan peneliti mengenai Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam 

Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui 

Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa Suka Makmur 

Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dinilai “Cukup baik” dan 

hambatan yang peneliti temukan yaitu mengenai komunikasi Tim Penggerak PKK 

desa Dengan Masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan program PKK di Desa Suka Makmur 
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This study aims to determine the extent of the implementation of the Family 

Welfare Empowerment Program in Suka Makmur village, Gunung Sahilan sub-

district, Kampar district based on the Minister of Home Affairs regulation No. 1 

of 2013 concerning Community Empowerment through the Movement of 

Empowering Family Welfare. In this study the author uses policy theory 

According to George C Edward and Sharkansky (2008) which states that Public 

Policy is what is said to be done or not done by the government. Where will be 

seen how the implementation of the 10 PKK programs described in Article 5 of 

the Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 2013, and what are the 

obstacles to the implementation of PKK programs in Suka Makmur village. In the 

study the author uses a type of descriptive survey research that is describing the 

truth about what happened at the time of research by collecting data, classifying 

and analyzing so that the formulation of the analysis of the problems faced then 

can be concluded and this research uses quantitative and qualitative merging 

methods. That based on the results of the research that has been carried out, it can 

be concluded that researchers regarding the Implementation of Minister of Home 

Affairs Regulation Number 1 Year 2013 on Community Empowerment Through 

the Movement of Family Welfare Empowerment in Suka Makmur Village, 

Gunung Sahilan Subdistrict, Kampar Regency are considered "Good enough" and 

obstacles that researchers found regarding the communication of the Village PKK 

Driving Team with the Community and the lack of community participation in the 

implementation of the PKK program in Suka Makmur Village 


